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PERATURAM DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 10 TaAHUN 2000

TENTANG

SUSUMAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN PAKYAT DAERAH

PROPINSI SUMATERA StLATAN

DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang HNomor
22 Tahun- 1999 tentang Pemerintahan Daarah dan
Peraturan PFemerintah Momor 25 tahun 2000 tentang
Kewanangan Pemerintah dan HKewenangan Pemerintah
Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu menetapkan
kembali Organisasi dan Tata kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Sumatera Selatan ;

bahwa sesuai ketentuan Pasal &8 avat (1) Undang-
Undang MNomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakvat
Daerah Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana di=
maksud di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Undang-undang NomorF 25 Tahun 1959  tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Balatan

(Lembaran HMegara BT tahun 1959 Momor 70, Tambahan
Lembaran Negara Nomotr 1B14):

Undang—undang Nomor 22 Tahun 15999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999
Nomor &0, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang=undang Momor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangah Antara Pemarintah Pusat dan
Daesrah (Lembaran MNegara RI Tahun 1999 HNemor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851):

Undang-undang Memor 4% Tahun 15999 tantang
Perubahan atas Undang-undang Nomdr 8 Tahun 1974
tentanyg Pokok-pokok Kepegawaian;

Peraturan Femerintah HNomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Fropinsi
Sebagal Dawmian 0tcincm {(Leibaran Negara RI Tahun

2000 Momor 54, Tambahan Lembaran Negara Homor
9520

Peraturan Pemerintah Nomor B84 Tahun 2000 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat DbDaerah (Lembaran
Megara RI Tahun 2000 Nomor 165).
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Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINST SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT BAERAH PAN BEKRETARIAT

DEWAN  PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PBROPINSE BUMATERA
SELATAN.

BAB I
KETEMTUAN UMUM
rFasali 1
Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan

1. Laerah adalah Daerah Propinsi Sumatera Selatan;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta
Perangkat Daerah Otonam vyang lain sabagal Badan
Eksekutif Daerah Propinsi Sumatera Selatan;

3. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi
Sumatera Selatan;

4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;

5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera
Selatan;

6. Dewan Pearwakilan Rakiyat Daeral adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Dasrah Propinsi Sumatera Selatan;

7. Sekretariat Daerah Propinsi adalah Sekretariat Daerah
Propinsi Sumatera Selatah:

8. Sekretaris Daerah Propinsi adalah Sekietaris Daerah
Propinsi Sumatera Selatan:

9. Bakretariat Dawan Perwakilan Rakyat Daerah adalah
Sekretariat Dewan Psrwakiian Rakyat Dasrah Propinsi
Sumatera Selatan:

10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Sumatera Selatan:

11, Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah
Propinsi Sumatera Selatan;:

12. Kepala Biro adalah Kepala Biro pada Sekretariat
Daerah Propinsi Sumatera Selatan;

}3. Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang tidak
tarcantun dalam Struktye OrganiBagl, pamun sargat
diperliukan H3alam tugas-tugas BEMEriftaban dan
pembangunan.

BAaB IIX

KEDUDUKAN, TUGAS POKDXK DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Pasal 2
(1) sekretariat Daerah Propinsi merupakan unsur staf
Pemerintah Propinsi.



(2) Sekretariat Daerah Propinsi dipimpin oleh Sekretaris

Daerah Propinsi., berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur.

Pasal 3

Sekretaris Daerah Propinsi mempunyai tugas membantu
Gubarnur dalam malaksanakan tugas panyelanagaraan
‘pemerintahan, administrasi, erpanisasi dan tatalaksapa
serta memberikan pelayanan administratif kepada ssluruh
perangkat Daerah Propinsi.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tuyas sebagaimana dimaksud pada
Pasal 3, Sekretariat Daerah Prepimrsl mempupyal fungsi ;

a. pengkodrdinasian pEFumusSan kebijakan Pemerintah
Propinsi;

bB. penyelenggaraan administrasi Pemerintahan;

c¢. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasara-
na dan sarana Pemerintah Propinsi;

d. pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Gubernur
sesuai dengan tugas dan fungsinva.

BaB ITI

ORGANISAST
Pasal 5

(1) sekretariat Dasrah Propinsi, terdiri dari

a. Asisten

1. Asisten Ketataprajaan (Asisten I);

2. Asisten Ekonomi, Keuangan dan Kesejahteraan
Rakyat (Asisten I1);

3. Asisten Administrasi dan Umum (Asisten II1),

b. Biro

Biro Pemerintahan Umum:

Biro Otonomi:

Biro Hukum dan Ortala;

Birc Parekonomian;

Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan
Perempuan:

Birc Keuangan;

Biro Bina Aparatur;

Biro Perlengkapan.

9. Biro Umum dan Humas.

BRI o
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c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian vyang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



BAag IV
KEASISTENAN
Bagian Pertama
Asisten Ketataprajaan
Pasal &

Asisten Ketataprajaan mempunyai tugas membantu
Sekretaris Daerah Propinsi dalam menvelenggarakan tugas-—
tugas pemerintahan dan mengkoordinasikan pErUmMUSAn
kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat
daerah di bidang pamsrintahan umum, pemerintahan/otonomi
dasrah dan Pemerintahan Desa serta mengkoordinasikan
perumusan Peraturan Perundang-undangan, organisasi dan
tatalaksana serta parpustakaan.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Pasal &, Asisten Ketataprajaan mempunyail fungsi :

a. pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah
di bidang pemearintahan umum, otonomi daerah,
pemerintahan desa, hukum, organisasi dan tatalaksana
serta parpuUstakaan;

b. penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di
bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pemerintah=

an desa, . hukum, organisasi dan tatalakeana serta
perpustakaan:

c. petgendalian sumber daya aparatur, keuangan,
prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang
pemerintahan umum, otonomi daerah, pemerintahan desa,
hukum, organisasi dan tatalaksana serta perpustakaan:

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubasrnur
sesuai dengan tugas dan fungsinva.

Asisten Ketataprajaan terdiri dari :

a. Biro Pemerintahan Umum;
b. Biro Otonomi;
c. Biro Hukum dan Ortala:;

Paragraf 1
Biro Pemerintahan Umum

Pasal 8

Biro Pemerintahan Umum mempunyai tugas memberikan pela-
vanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas
pemarintahan Daerah dan menyiapkan bahan pengkoordina=-
sian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan
fungsi perangkat Daerah di bidang pertanahan, kependudu-
kan dan catatan sipil, kesatuan bangsa perlindungan
masyarakat dan =sabtuan oolisi pamong praja  serta Hak
fAsasi Manusia.

Fa=mal 9 ......




Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

pasal B, Biro Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan
perangkat daerah di bidang pertanahan, kependudukan
dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan parlindungan
masyarakat serta satuan polisi pamong praja dan Hak
fisasi Manusia;

b, panyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perang-
kat daarah di bidang pertanahan, keapendudukan dan
catatan sipil, kesatuan bangsa dan perlindungan
masyarakat sarba satuan palisi pamong praja dan  Hak
Asasl Manuslag

c. penylapan bahan pengendalian sumbar daya aparatur,
keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di
bidang pertanahan, kependudukan dan catatan sipil,
kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat serta
satuan polisi pamong praja dan Hak Asasi Manusia;

d. pelaksanaan tugas lain yang dibarikan oleh Gubarnur
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Paszal 10

Biro Pemerintahan Umum terdiri dari :

a. Bagian Tata Usaha, membawahi 3 subbagian, yvaitu :

1) Subbagian Umum ;

2) Subbagian Keuangan ;
3) Subbagian Kepegawaian.

b. Bagian Tata Praja, membawahi 3 Subbagian, vaitu :

1) Subbagian Pengembangan Wilayah;
2) Subbagian Evaluasij
3) Subbagian Parangkat Wilayanh.

c. Bagian Prasarana Fisik dan Pertanahan, membawahi 3
Subbagian, vyaitu :

1) Subbagian Keagrariaan;
2) Subbagian Prasarana Fisik;
3) Subbagian Perizinan.

d. Bagian Kependudukan, mambawahi 2 Subbagian, yaitu:

1) Subbagian administrasi Kependudukan;
2) Subbagian Catatan Sipil.

Paragraft 2
Biro Dbonomi
Pasal L1l

Biro Otonomi mempunyal  Lugas memberikan pelayanan
administratif cdalam penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintahan Daerah dan menyiapkan pengkoordinasian
perumusan kebijakan penvelenggaraan tugas dan fungsi
perangkat daerah di bidang perkembangan Otonomi Daerah,
Otonomi Desa dan pembinaan pendapatan daerah.



Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Pasal 11, Biro Otonomi mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan
perangkat daerah di bidang perkembangan otonomi
Daerah, otonomi Desa dan pembinaan pendapatan Daerah;

b. penylapan bahan penyelenggaraan administrasi perang-
kat daerah di bidang perkembangan Otonomi Daerah,
otonomi Desa dan pembinaan pendapatan Daerah;

c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur,
Keuangan, prasarana dan sarafa perangkat daeral di
hidang perkembangan Otonomi Daerah, otonomi Desa dan
pembinaan pendapatan daerah;

d, pelaksanaan tugas lain yvang diberikan aleh Gubarnur
sesuai dengan tugas dan fungsinvya.

Pasal 13
Biro Otonomi terdiri dari :
a. Bagian Tata Usaha, membawahi 3 Subbagian, vaitu
1) Subbagian Umum ;
2) Subbagian Keuangan }
3) Subbagian Kepegawaian.
b. Bagian Otonomi Daeréh, membanéhi 3 Subbagian, valtu :
1) Subbagian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah-
an;
2) Subbagian Perangkat Dasralh;
I) Subbagian Kerjasama Antar Daerah,
c. Bagian Otaonomi Desa, membawahi 3 Subbagian, yaitu :
1) Subbagian Perangkat Pemarintahan;
2) Subbagian Administrasi;

3) Subbagian Pengembangan.

d. Baglan Pembinaan Mondapatan, membawahi 2 Subbacian,
yvaltu:

1) Subbagian Bina Pendapatan Daerah;
2) Subbagian B8ina Pandapatan, Keuangan dan Kekavaan

desa.
ParagrafT 3
Biro mukun dan Urtala
Pas=al 14
fiiro Hubian ddan OrLkala mongunyad LiJgoydes membarikan

palayanan administratif dalam penvelenggaraan tugas-—
tugas pemerintahan Dasrah dan menyiapkan bahan pengkoor-
dinasian perumusan kebijakan penyelendggaraan tugas  dan
Fuonegn b [ TEN T ETE T UOE S I S ST RS IS FEE Evicdaneg  hadaum, poerraburan
perundang-undangan, organisasi  dan  tatalaksana serta
parpustakaan.



Pasal 15

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Pasal 14, Biro Hukum dan Ortala mempunyai fungsi

a, penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kabijakan
« parangkat Daarah dJdi bidang hukum, paraturan per-
undang-undangan, organisasi dan tatalaksana serta

perpustakaan;

b. penyiapan bahan panvelenggaraan administrasi
perangkat Daerah di bidang hukum, peraturan per-
undang-undangan, organisasi dan tatalaksana z=erta
perpustakaan;

e, penyliapan bahan pengendalian sumbsr daya aparatur,
keuangan, prasarafa dan sarana psrangiat Daarah di
bidang hukum dan peraturan pérundang-undangan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur
sesuail dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 1l1l&

Biro Hukum dan Ortala, terdiri dari
a. Bagian Tata Usaha, membawahi 3 Bubbagian, yaitu 1

1) Subbagian Umum ;
2) Subbagian Keuangan ;
3) Subbagian Kepegawaian.

b. Bagian Peraturan Perundang-undangan, membawahi z
Subbagian, yaitu

1) Subbagian Penyusunan Peraturan Paerah;

2) subbagian Panyusunan Keputusan dan Burat Keputusan
Kepala .Daerah;

3) Subbagian Bina Hukum Daerah Bawahan.

c. Bagian Bantuan Hukum, membawahi 4 Subbagian, yaitu
1) Subbagian Sengketa Hulkum;
2) Subbagian Bantuan dan Perlindungan Hukum;

%) Subbagian Dokumentasi;
4) Subbagian Penyuluhan.

d. Bagian Organisasi, membawahi 2 Subbagian, yaitu :

1) Subbagian Lembaga Dinas Daerah;
2) Subbagian Lembaga Teknis Daerah.

e, Bagian Tépalaksana, membawahi % Subbagian, vaitu
1) Subbagian Sistim dan Prosedur Kerja;

2) Subbagian Standarisasi.
%) Subbagian Akuntabilitas;

Bagian Kedua ......



Bagian Kedua
Asisten Ekonomi, Keuangan dan Kesejahteraan Rakyvat

Pasal 17

Asisten Ekonomi, Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat
mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah Propinsi

dalam manyelenggarakar tugas-tugas Pemerintahan Daarah
dan mengkoerdinasikan perumusan Kkebijakan penyeleng-
garaan tugas dan fungsi perangkat Daerah di bidang
ekonomi, keuangan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
Pasal 17, Asisten Ekonomi, Keuangan dan Kesejahteraan
Rakyat mempunyai fungsi :

a. pangkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah
di bidang ekonomi, keuangan dan keésejahteraan rakyat:

b. penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di
bidang ekonomi, keuangan dan kesejahteraan rakyat:

c. pengendalian sumber daya aparatur, Kkeuangan, pra-
sarana dan sarana perangkat daerah di bidang ekonomi,
keuangan dan kesejahteraan rakyat;

d. pelaksanaan tugas lain yang dibarikan sieh Gubernur
sesual dengan tugas dan fumrgsinva.

Pasal 19

Asistenh Ekonomi, Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat
terdiri dari :

a. Biro Perekonomian;

b. Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan;
¢. Biro Keuangan.

Paragraf 1
Biro Perekonomlan
Pasal 20

Biro Perekonomian mempunyval Lugas memberikan pelayvanan
administratif dalam penyelenggaraan tugas—tugas peme-
rintahan Daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian
perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi
perangkat Daarah di bidang pertanian, perkebunan,
kehutanan, pariwisata dan wesenian, industri dan per-
dagangan, penanaman fsdal, koperasl dan pengusaha kecil,
eksplorasi laut, pe&rtambangan, badan usaha milik Daérah,
perhubungan serta pemukiman dan prasarana wilavah.

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Pasal 20, Biro Perekonomlan mempunyai Tungsi:

R
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2. penyiapan bahan Ppengkoordinasian perumusan kebijakan
perangkat Daerah di bidang pertanian, perkebunan,
kehutanan, pariwisata dan kesenian, irdustri dan
Perdagangan, Penanaman modal, koperasi dan rengusaha
kecil, eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha
milik Daerah, perhubungan ;

b. penyiapan bahan Penyelenggaraan administrasi
perangkat daerah di bidang pertanian, perkebunan,
kehutanan, pariwisata dan kesenian, industri dan
perdagangan, Penanaiman modal, keoperasi dan  pengusaha
kecil, eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha
milik Daerah, perhubungan ;

C. penyiapan bahan pengendalian sumbar daya aparatur,
keuangan, prasarana dan sarana perangkat Daerah di
bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata
dan kesenian, industri dan pardagangan, penanaman
modal, koperasi dan Pengusaha kecil, eksplorasi laut,
Fertambangan, badan Usaha mililk Daerah, perhubungan ;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan aleh Gubarnup
sesual dengan tugas dan fungsinya,

Pasal 22

Biro Perekonomian, terdiri dari

a

4. Bagian Tata Usaha, membawahi 3 Subbagian, yaity :

-

1) Subbagian Umum

2) Subbagian Keuangan :
3) Subbagian Kepegawaian.

b. Bagian Barana Parekonomian dan Koperasi, membawahi ?
Subbagian, yaitu :

1) Subbagian Koperasi;
2) Subbagian ferusahaan,/BUMD .

©. Bagian Produksi Daerah, membawahi 3 Subbagian, valtu:

1) Subbagian Partanian, Kehutanan dan Ferkebunan;
2) Subbagian Kelautan dan Perikanan;
3) Subbagian Pertambangan dan Energi,

d. Bagian Industri dan Pariwisata, membawahi 4  gupb-
bagian, yaity -

1) Subbagian Industri dan Perdagangan;

2) Subbagian Transportasi dan Teleknmunikasi;
3) Subbagian Pariwisata;

4) Subbagian Penanaman Modal.

Paragraf 2
Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuarn
Fasal 23

Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayvaan Perempuan
mempunyai tugas memberikan Pelayanan administratif dalam
penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah dan
menyiapkan bahan Pengkoordinasian peErumusan  kebijalkan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Ferangkat Daeran di
bidang kesehatan, Ppendidikan dan Rebudayaan, s0sial,
tenzga merja, pemuda dan paemberdayaan pErempuan  sertsy
keluarga berencana.
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Pasal 24

Dalam menyelanggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Pasal 23, Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdavaan
Perempuan mempunyai fungsi

é.

penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kabijakan
perangkat Daerah di bidang kesehatan, pendidikan
dan kebudayaan, s0sial, tanaga kerja, pemuda dan
pemberdayaan perempuan serta keluarga berencana:

penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi
perangkat Daerah di bidang kesehatan, pendidikan dan
kebudayaan, sosial, tenaga kerja pemuda dan

pemberdayaan perempuan serta keluarga berencana;

penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur,
keuangan, prasarana dan sarana perafngkat Paerah di
bidang kesshatan, pendidikan dan kebudayaan, sesial,

tenaga kerja pemuda dap pemberdayaan perempuan serta
keluarga berencana:

pelaksanaan tugas lain yang dibarikan oleh Gubernur
sesuai dengan tugas dan furgsinya.

Pasal 25

Bire Kesejahteraan Rakyat dan Pembsrdavasp Perampuan;
terdiri dari :

a.

Bagian Tata Usaha, membawahi 2 Subbagian, vaitu
1) Subbagian Umunm :

2) Subbagian Keuangan;

3) Subbagian Kepegawaian,

Bagian Agama membawahi 2 Subbagian, wvaitu

1) Subbagian Bina Keagamaan:
2) Subbagian Urusan Haji.

Bagian Pendidikan, Rebudayaan, Pemuda dan Olahraga
membawahi 3 Subbagian, yaitu -

1) Subbagian Bina Pendidikan:
2) Subbagian Bina Kebudayaan:
3) Subbagian Pemuda dan Olahraga.

Bagian Kesehatan dan Kesejahteraan , membawahi 3
Subbagian, vaitu

l% Subbagian Bina Kesehatan dan Prasarana kesehatan;
2) Bubbagian Kesmjahteraan dam Bina Sosial;
3) Subbagian Teraga Kerja dan Lingkungan Hidup.

Bagian Pemberdayaan Perempuan, membawahi 3 Sub~
bagian, wvaitu :

1) Subbagian Data dan Analisa Program:

2) Subbagian FPemberdavaan Partisipasi Peran aktif
Masyarakat dan Organisasi Perempuan;

3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
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Paragraf z
Biro Keuangan
Pa sal 26

Biro Keuangan mempunyai tugas memberikan pelavanan
administratif dalam penyslenggaraan tugas-tugas poame-
rintahan daerah dan menyiapkan bahan pangkoordinasian
Perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fupngsi
Perangkat Daerah di bidang anggaran, pembukuan, per-
bendaharaan, verifikasi dan pendapatan Daerah.

Pasal 27

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimans dimaksud pada
Pasal 26, Biro Keuangan mempunyai fungsi

4. penyiapan bahan Pengkoordinasian PBrumMusan kabijakan
Pperangkat daerah di  bidang anggaran, pembukuan,
pﬂrbundaharaan, verifikasi dan Prendapatan Daerah

b. penyiapan bahan Penyelenggaraan administraq PErangkat
daerah di bidang anggaran,_pembukuan, perbendaharaan,
verifikasi dan Pendapatah Dasrah :

€. penyiapan bahan Pengendalian sumbar  daya aparatur,
keuangan, prasarana dan Sarana parangkat daprah o
bidang anggaran, pembukuan, psrbendaharaah, verif]-
kasi dan Péndapatan Daerah -

d: palaksansan fugas lain Yang dibariikan olep Gubsrpyr
sesuail dengan tugaslﬁah fungseinva,

Pasal 28
Biro Keuangan, terdirj dari
a. Bagian Tata usaha, mambawahi 3 Eubbagian,'yaitu

1) Subbagian Umum ;
2) Bubbagian Keuangan
3) Subbagian Kepegawaian.

b. Bagian Anggaran, membawahi 2 Subbagian, vaity

1) Subbagian Anggaran Rutin;
2) Subbagian Anggaran Pembangunan.

C. Bagian Pembukuan, membawahi 3 Subbagian, vaity

1) Subbagian Anggaran Rutinp;
2) Subbagian Anggaran Fembangunan;
3) Subbagian Anggaran Belanja FPegawai ,

d. 3agian Ferbandaharaan. membawalhi 3z Subbagian, yaity
1) Subbagian Anggaran Rutin;

2) Subbagian Anggaran Pembangunan;
3) Subbagian Anggaran Belanja Pegawai.

2. Bagian Verifikasi, membawahi = Subbagian, waiky

1) Subbagian Anggaran Futin;
2) Subbagian finggaran Fembangunan
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Bagian Kelima
fAsisten Administrasi dan Umum

Pasal 29

Asisten Administrasi dan Umum mempunyai tugas membantu
Sekretaris Daerah Propinsi dalam meryelenggarakan tugas-
tugas Pemerintahan Dasrah dan mengkoordinasilkan perumua=
an kebijakan penyelenggaraan tugas dan Tungsi parangiat
Daerah di bidang administrasi dan umuf.

Pasal 30

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
29, Asisten Administrasi dan Umum mempunyai fungsi

a. peangkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah
di bidang administrasi dan umum;

b. penvelenggaraan adminiatrasl perangkat daarah el
bidang administrasi dan unum;

2. pengendalian sumber daya aparatur, prasarana dan
sarana perangkat daerah di bidang administrasi dan
Lmum;

d. pmlaksanaan tugas lain wvang diberikan olebh Guber e
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Asisten Administrasi dan Umum, terdiri dari :

a. Biro Rina hparatur;_
b. Biro Umum dan Humas;
c. Biro Perlengkapan.

Paragraf 1
Biro 8ina aparatur
. Pasal z2

Biro Bina Aparatur mempunyai tugas memberikan pelayanan
administratif dalam penvelenggaraan tugas-tugas
pemerintahan Daerah dan menyiapkan bahan pengkoordina-
sian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan
fungsi perangkat Daarah di bidang pembinaan kepagawalan,

pencdidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan
serta pengawasan.

Paszal 33

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud  nada
Pasal 32, Biro Bina Aparatur mempunyai fungsi

a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kabijakan
perangkat daerah di bidang pembinaan kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengambangan
serta pengawasan;

L
b. penviapan bahan penyelanggaraan adminis
perangkat daerah di bidang pembinaan
pendidikan dan pelatihan, penelitian dan
serta pengawasan;

fLracd
lkepagawcian,
pengemntangan
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C. penyiapan bahan pengendalian sumber  daya aparatang
keuvangan, praszsarana dan sarana perandgkat dasrab o
bidang pambinaan kepegawaian, pendidikan el
pelatihan, panelitian dan pengembangan SErta

pengawasan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur
sesual dengan tugas dan fungsinya.

FPasal 34
Biro Bina Aparatur, terdiri dari
a. Bagian Tata Usaha, membawahi 3 Subbagian, wvaitu

1) Subbagian Umum :
2) Subbagian Keuangan -

L

3) Subbagian Kepegawaian.

b. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, mem-
bawahi 3 Subbagian, yaitu :

p—

) Subbagian Perencanaan kebutuhan dan Pangadaan
Pegawali;

Subbagian Pengenbangan dan Latihan Pagawal ;
Subbagian Analisa dan Formasi Jabatan,

[ES |
N N

c. Bagian Pembinaan, Pengamanan dan Pensajahteraan
Aparatur, membawahi 3 Subbagian, wvaitu :
1) Subbagian Pembinaan Pendavagunaan Aparatur;
2) Subbagian Pengamanan Aparatur:
3) Subbagian Pensajahtaraan Aparatur,

Paragraf 2
Biro Umum dan Hubungan Masvarakat
Pasal 35

Biro Umum dan Hubungan Masvarakat memnpunyai tugas  memn-
berikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan
tugas-tugas pemsrintahan Daerah dan manyiapkan hahan
pengkoordinasian perumusan kebijakan panyaleanggaraan
tugas dan fungsi perangkat Dasrah di bidang urugan  umum
dan hubungan masyarakat.

Pasal 3&

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Pasal 35, Biro Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai
fungsi -

a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan
perangkat daerah di bidang urusan umum dan hubungan
masyarakat;

b. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi
perangkat daesrah di bidang urusan umum dan hubungan
masyarakat;

©. panyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur,
keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah o
bidang urusan umum dan hubungan masyarakat -




d. pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Gubasrnur
sesuai dengan tugas dan fungsinva.

Pasal 37
Biro Umum dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari
a. Bagian Tata Usaha, membawahi 3 Subbagian, wvaitu

1) Subbagian Umum ;
2) Subbagian Keuangan ;
3) Subbagian Kepegawaian.

b. Bagian Umum/Rumah tangga, membawahi 3 Subbagian,
yaitu

1) Subbagian Rumah Tangga;
2) Subbagian Arsip dan Ekspedisi;
3) Subbagian Tata Usaha Pimpinan.

c. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi 3 Subbagian,
vaitu :

1) Subbagian Pengumpulan dan Penvaringan Informasi;
2) Subbagian Penerangan Publikasi dan Dokumentasi;
3) Subbagian Audio Visual.

d. Bagian Protokel dan Parjalanan, membawahi 3 Sub-
bagian, vaitu

1) Subbagian Protokol;
2) Subbagian Perjalanan; .
3) Subbagian Tata Usaha Keuangan Setda.

2. Bagian Telekomunikasi, membawahi 3 Subbagian, wvaitu

1) Subbagian Administrasi Tulahnmunikasii
2) Subbagian Prasarana Telekomunikasi:
3) Subbagian Pemeliharaan.

f. Bagian Penghuburg Pemerintah Propinsi, membawahi 2
Subbagian, yaitu

1) Subbagiaﬁ Hubungan Antar Lembaga:
2) Subbagian Promosi dan Informasi.

Paragraf 4
Biro Perlengkapan

Pasal 38

Biro Perlengkapan mempunyai tugas memberikan pelayanan
administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerin-
tahan Daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian
perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi
perangkat Daerah di bidang penyusunan program kebutuhan

perbekalan, pengelolaan, perawatan serta bahan pembinaan
administrasi perlengkapan.

Pasal 39

Dalam menyvelenggarakan tugas sabagaimana dimalksud pada
Pasal 38, Eiro Perlengkapan mempunyai fungsi



a. penyviapan bahan Pengkoordinasian perumusan kebijakan
perangkat daerah di bidang penvusunan program
kebutuhan perbekalan, pengelolaan, perawatan serta
bahan pembinaan administrasi perlengkapan;

b. penyiapan bahan panyelenggaraan administrasi
porangkat daeralh di bidang PEAYUSURAN pregram
kebutuhan perbekalan, pengelolaan, perawatan serta
bahan pembinaan administrasi perlengkapan;:

C. penylapan bahan pengendalian sumber daya aparatur,
keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di
bidang Penyusunan pregram kebutuhan perbekalan,
pengelolaan, parawatan serta bahan pembinaan
administrasi perlengkapan;

d. pelaksanaan tugas lain vang dibesrikan oleh Gubsrnur
sesual dengan tugas dan fungsinva.

Pasal 40

Biro Perlengkapan, terdiri dari
a. Bagian Tata Usaha, membawahi = Subbagian, yaitu

1) Subbagiar Umum :
2) Subbagian Keuangan :
3) Subbagian Kepegawaian.,

b. Bagian Analisa Kabutuhan dan Peangadaan, membawahi 3
Subbagian, vaitu :
1) Subbagian Penyusunan Program:
2) Subbagian Pelelangan;:
2) Subbagian Pembelian.

c. Bagian Penyimpanan, Distribusi dan Femaliharaan,
membawahi 3 Subbagian, vaitu

1) subbagian Penyimpanan;
2) Bubbagisn Penghapusan dan Pistribusi;
3) Subbagian Pemsliharaan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 41

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas malaksanakan
sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Dasralh Propinsi
sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pazsal 42

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersghut
pada Pasal 41, terdirj dari =eijumlah tonaga dal am
Janjang Jabatan  fung=ional yang  Lerbagi dalam
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) setiap kelompok tersebut pada avat (1) Pasal ini
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior Y arng
ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Daerah Propinsi.
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(3) Jumlah Jjabatan fungsicnal tersebut pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban tugas.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan fungsienal pada ayat (1}

diatur =esuai peraturan perundang=undangan yang
barlalku,.

ooan v
TATA KERJA
Pasal 43

(L) Dalam melaksanakan tugasnvya Sekrataris Daerah
Propinsi, Asisten, Kepala Biro, Kepala Bagian dan
Kepala Subbagian menerapkan prinsip keerdinasi,
intagras! dan sinkrenisasi baik intern maupum antar

unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok-
nya masing-masing.

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan
Sekretariat Daerah Propinsi wajib melaksanakan
Pengawasan melekat.

Pasal 44

kepala Bagian Telekomunikasi dalam melaksanakan tugasnya
secara tehnis operasional berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris Daerah Prepinsi dan a8EAara
teknis administratif berada dibawah dan bartanggung
jawab kepada Kepala Biro Umum dan Huburigan Masyarakat.

Pasal 45

(1) Dalam hal Gubernur/Wakil Gubernur berhalangan,
Sekretaris Daerah Prupinsi melakukan tugas-tugas

Gubernur sesuai dengan Peraturan Ferundang-undangan
vang berlaku.

(2) Dalam hal Sekretaris'naérah Propinsi berhalangan,

tugas-tugas para asisten barada dalam - keardipnasi
SeQrang Asistan vang ditunjuk olah GubsrAur
dengan memparhatikan senioritas dalam daftar urut
kepangkatan.

(3) Dalam hal Asisten berhalangan, tugas-tugas Asisten
berada dalam koordinasi seorang Kepala Biro vandg
ditunjuk oleh Sekretaris Daerah Propinsi sesuai
dengan pembidangan Asisten dengan memperhatikan
senioritas dalam daftar urut kepangkatan.

Pasal 4&

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil gquna,
masing-masing Pejabat dalam lingkungan Sekretariat
Daerah Propinsi dapat mendalagasikan kewenangan=

kewenangan tertentu kepada Pajabat setingkat di bawahnya
sesuai dengan ketentuan yvang berlaku.

Pasal 47

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan
Sekretariat Daerah Propinsi bertanggung jawab memimpin
dan  mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta

memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksa-
naan tugas bawahannya.

+ U R g s T
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Pa=zal 48
(1) sSetiap pimpinan dalam saltuan organisasi wajib

mengikuti dan mematuhi retunjuk-petunjuk dan
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta
menyampalkan laporan berkala tepat pada waktunva.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan

organisasi dari bawahannya, walib dislaly dap dipar=
gunakan sabagal Bahan penyusupan laperan labih

lanjut dan untuk membarilkan petuniuk-patunjull kepada
bawahannva.

BAaB VIT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 49
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi yang

selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Propinsi merupakan
unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang ber-
Langgung jawab kepada Pimpinan Lewan Perwakilan Rakyatl
Daerah Propinsi = dan secara adninistratif dibina nleh
Sakrataris Daerah Propinsi.

Pasal 50

Sekratarial DPRD Propinsi mémpunyal Lugag  memberikan
pelayanan administratif kepada anggota OPRD Propinsi.

Pasal 51

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Pasal 54, Sekretariat DPRD Propinsi mempunyai fungsi

a. memfasilitasi rapat anggota DPRD Prapinsi;

b, pelaksanaan drusan rumab tangga dan por jalanan dinas
anggota DPRD Proplnsi;

c. pendgelolaan tata usaha Dewan Perwakilan Rakyet Daerah
Propinsi.

vl
Sekretariat DPRD Propinsi, terdici dari
a. Bagian Umum, membawahi 2% Subbagianm, yaitu :
Subbagian Tata Usaha;
Subbagian Urusan Dalam;
Subbagian Informasi dan Porpustakaan,

[ -
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. Bagian Persidangan dan iti=alab, membawahi 5 Subba-
glan, yvaltu :

' 1) Subbagian Risalah;
2) Subbagian Persidangan;
I} Subbagian Hukum dan Porundang-undangan

"o
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c. Bagian Keuangan, membawahi 2 Subbagian, yaitu

1) Subbagian Anggaran;
2) Subbagian Pembayaran.

Bagian Kedua
Tata Kerja

Pasal 53

Sakretariat DPRD Prepinsil dalam melaksanakan BUgaBAYA
bartanggung Jawab Kapada Pimpinan DFRD Prepinsi dan
socara talinias administrasi mengikuti petunjuk daR dibina
oleh Sekretaris Daerah Propinsi.

Pasal 54

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD

Propinsi dan Para Kepala Bagian menerapkan prinsip
Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan
sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
bertanggung Jjawak memimpin dan menghkeardipasikan
bawahannya masing-masing sarta membarikan bimbingan

dan petunjuk-=patufjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.

Pasal 55

Setiap pimpinan dalam satuan organiszasi wajib mengikuti
dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung Jawab
kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan
berkala tepat pada walkbtunya.

pasal 56

palam hal Sekretaris PPRD Prepinei [erhalangan tu@ass
tugasnya dllakukan elah salah sserang Kepala Bagian yang
ditunjuk oleh Gubsrnur dengan memparhatikan sprioritas
dalam daftar urut kepangkatan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 57
Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan Kepegawai-
an diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
vang berlaku.
Pa=al 58
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang menyangkut tugas pokok dan fungsi Bagian dar
subbagian Sekretariat Daerah Propinsi. dan Selkretariat

DPRD Propinsi serta pelaksanaannya akan ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.
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BAB Ix
KETENTUAN FPEMUTUJ]2
Pasal 59
Dengan berlakunya Peraturan Laerah ini
. ini maka segala
IceLEntuan-ketentus_m_ lainnya wvang ber‘.;eétangan daﬁgan
Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak brerlaku lagi.

FPasal &0

Peraturan Daerah ini muiai berlalku :
21 3 ad -
undangkan. pada tanggal di

Agar setiap orang dagét mengetalhuinya ma

; LAl nys narintanka
pengundangan Paraturan Daesrali ini dargan aeaampat%ﬁﬁfz
dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera S&latan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 29 Desember 2000
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
bada tanggal

5 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

DRS. H. RADJAB SEMENDAWAI, S.H.
Pembina Utama Madya

Nip 440009190
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TAHUN 2001 NOMOR .. 1.....



